
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR It TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

BI SM ILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : a. bahwa pertanian 

- 
mempunyai peranan sangat penting dalam

mernbangun perekonomian daerah, berfungJi se6agai penyedia
bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dal
instrumen penyedia lapangan kerja iebagai p.rrg..rt""rn
kemiskinan di daerah;

b. bahwa ,ltyk mengurangi beban petaai dalam meningkatkan
hasil produksi pertanian dalam rangka terwujudnya ketahanan
pangan r.nasyarakat, maka perlu diberikan bantuan berupa
layanan olah tanah gratis bagi petani:

c. bahwa berdasarkan eanun Kabupaten Aceh utara Nomor 7
Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025_2029, dimani pelaksanaan
layanan-orah tanah gratis di Kabupaten Aceh utara merupakan
program cepat Bupati Aceh Utara dalam visi dan misinya
selama S (lima) tahun ke depan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2024 tentang Si-stem perlncanaan
Pembangu.nan Nasional tentang perencanaan pembangunan
yang mencakup penyusunan Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RpJpD) dan Rencana pemban[r_rnan Janlt<a
Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa 
_ 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang peliksanaan Layanan
Olah Tanah Gratis;

Mengingat : l. undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang Sistem
Perencanaan - pembangunan Nasional (Lembaran- Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2006 tentang pemerintaha'
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

3. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OO9 tentang perlindungan
Lahan-..per]anian. pangan Berkelanjutan (tembaran weg;a
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 506g);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587r sebagaimana telah diubah beberipa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

\:
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahvn 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 'lahun 2024 tentang
Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6930);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 terftang Rencana
Pembangunan Jtrngka Panjang Nasiona-l Tahun 2O25-2O45
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:ur. 2024 194
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbar-an Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan penggunaan
Alat dan/ atau Mesin Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);

9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2O2S lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabu.paten Aceh
Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2025 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinai
Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN
LAYANAN OLAH TANAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan

Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Aceh Utara dan Dewan perwzrilan Rakyat Kabupaten
Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
rnasing.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara selanjutnya

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelengarakan
ul-usan pemerintahan dibidang pertanian dan pangan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah ]vlekanisasi penalian
selanjutnya disingkat UPTD Mekanisasi Pertanian ada-lah UpTD
dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh IJtara.

6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan
adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak
maupun tanpa motor penggerak yang digunalan untuk
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kelancaral kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan
pasca panen.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan usaha tani ai biaang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau
peternakan.

8. Petani Pemilik adalah orang yang mempunyai hak mihk atas
tanah pertanian dan mengusahalannya sendiri, baik dengan
tenaga sendiri maupun dengan bantuan anggota keluarganyi.

9. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap arau
mengerjakan lahan milik orang lain, baik berupJ bagi hasil,
sewa atau gadai.

10. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.

1i. Geusyiek adalah pimpinan pemerintah.an gampong yangmemimpin penyelenggaraan urusan peme.i.rtahanl
pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong.

12. Olah Tanah adalah kegiatan menyiapkan lahan sawah agar siap
ditanami padi.

13. Kepala UPTD adatah orang yang bertugas merencanalan,
mengelola dal mengawasi kegiatan alat mesin pertanian yang
berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas pertanian - 

dai
Pangan.

14. Operator adalah orang yang mengoperasionalkan Alsintan.
15. Lahan adalah luasan tanah yang dijadikan media tanam untuk

usaha pertanian.
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutrrya disingkat BBIT,I adalah

suatu jenis zat/bahan yang digunakan sebagai bahan bakar
alsintan agar bisa dioperasionalkan.

17. Pendamping adalah petugas lapangan yang ditunjuk untuk
mendampingi petani dalam pelaksanaan layanan otah tanah
gratis.

18. Pihak Ketiga adalah perseorangan, lembaga, badan usaha,penyedia barang/jasa, organisasi yang -dilibail<an 
da_lam

pelaksanaan program pemerintah Kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAKSUD, TUJUANBT?iiI RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Layanan

Olah Tanah gratis.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi beban petani

9d* meningkathan hasil produksi darr- upaya peningkatan
kesejahteraan petani.

(3) Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:
a. layanan olah tanah gratis;
b. penyelenggara layanan olah tanah gatis;
c. tata cara pelaksanaan layanan olah tanah gratis;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan dan pertanggungiawaban.
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BAB III
L,AYANAN OLAH TANAH GRATIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (11, dapat dilakukan dengan skema:
a. Alsintan dan seluruh pembiayaan layanan ola1r tanah gratis

ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
b. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh

pembiayaan layanan olah tanah gratis ditanggung oleh
Pemerintah Gampong;

c. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
sebagian pembiayaan layanan Olah Tanah gratis ditanggung
oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagian ditanggung oleh
Pemerintah Gampong;

d. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Gampong dan seluruh
pembiayaan Olah Tanah gratis ditanggung oleh pemerintah
gampcng; dan

e. Alsintan disediakan oleh pihak ketiga dan seluruh
pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten
dan/atau Pemerintah Gampong.

(2) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. upah operator dan pembantu operator;
b. belanja BBM;
c. biaya mobilisasi antar kecamatan dan/ atau antar gampong
d. biaya p'emeliharaan dan perawatan;
e. biaya mobilisasi dari kabupaten ke kecamatan; dan
f. honorarium pendamping.

(3) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c yang ditanggung Pemerintah Kabupaten
yakni dan pembiayaan layanan pemeliharaan dan perawatan,
biaya mobilisasi dari kabupaten ke kecamatan, honorarium
pendamping.

(4) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Pemerintah Gampong
yakni pembiayaan upah operator dan pembantu operator,
belanja BBM, dan biaya mobilisasi antar kecamatan dan/atau
antar gampong.

(5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai keterltuan
peraturar perundang-undangan.

(6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
Citetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kriteria Petani Penerima Layanan Olah Tanah G-.atis

Pasal 4

Kriteria Petani penerima layanan Olah Tanah gratis dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. KK Petani Penggarap dan/ atau KK Petani Pemilik lahan dalam

Kabupaten Aceh Utara;
b. KK Petani penerima layanan Olah Tanah gratis terdaftar sebagai

pcnduduk Kabupaten Aceh Utara;



5-

c. Data KK Petani penerima layanan Olah Tanah gratis diusulkan
oleh Geusyiek; dan

d. Petani terdaftar di Sistem Informasi Manajernen penyuluhan
Pertanian (SIMLUHTAN).

Bagian Ketiga
IGiteria Lahan Layanan Olah Tanah Gratis

Pasal 5

Kriteria lahan penerima layanan Olah Tanah gratis dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. lahar: sawah paling luas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi)

untuk 1 (satu) orang KK petani dan berada dalam wilayah
Kabupaten;

b. data luas lahan diusulkan oleh Geusyiek;
c. liondisi hsik lahan mendukung untuk pengolahan tanah secara

mekanis; dan
d. lahan dalam kondisi siap untuk diolah.

Bagial Keempat
Keq'a Sama

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana
dimal:sud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalur ke{a
sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEI\IYELENGGARAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan layanan Olah Tanah gratis dilakukan oleh
Dinas.

(2) Penyelenggaraan olah tanah gratis sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilaksanakan oleh UPTD Mekanisasi pertanian.

(3) UPTD Mekanisasi Pertanian sebagai pelaksana olah tanah
gratis bertangggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN OLAH TANAH GRATIS

Pasal 8

(1) Geusyiek mengajukan surat permohonan kepada Bupati
rnelalui Kepala Dinas.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengisi format yang telah disediakan yaitu sebagal
berikut:
a. nama KK;
b. Nomor Induk Kependudukan KK;
c. alamat; dan
d. luas lahan.

(3) Format surat permohonan Geusyiek dan daftar nama KK
penerima layanan olah tanah Sratis sebageirnana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 tercantum dalam Lampiran I dan
Larnpiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 9

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1), dilakukan verifrkasi oleh Dinas.

(2) Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dilaksanakan
oleh tim verihkasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala
Dinas.

(3) Hasil Verifikasi petani penerima layanan olah tanah gratis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan layanan Olah Tanah gratis melalui sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
oerundang-undangan.

(2) Penganggaran layanan Olah Tanah gratis yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilaksanakan
melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan
gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta-nggal diunCangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangal
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 April 2026 M

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 April 2026 M

21 Syawal 1447 H

Plt S DAERAH
UTARA,

1447 H

/.

J

t'

, l,t

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026 NOMOR /5
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LAMPIRA,N I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

KOP GAMPONG

Gampong ........,
Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth,
Bupati Aceh Utara
c/q Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara
di-

tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan : Geusyiek Gampong
Alamat
No. HP

1 . Luas total sawah yang direncanakan untuk diolah
2. Lokasi

meter persegi
: Ganpong.
Kecamatan

3. Rencala olah tanah : tanggal...........
bulan.............
tahun

: 1 (satu) berkas
: Permohor:an Layanan Olah Tanah Gratis

Dengan ini mengajukan permohonan layanan olah tanah gratis kepada Saudara
sebagaimana daftar terlampir dengal keterangan sebagai berikut:

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Geusyiek Gampong

J

Stempel
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